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Mengingat: 

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN 

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN 
NOMOR 0.2l.f TAHUN 2021 

TENTANG 

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH 
PROVINS! KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2021-2024 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN, 

a. bahwa dalam rangka memberikan arah pelaksanaan
reformasi birokrasi agar berjalan efektif, efisien, terukur
konsisten dan berkelanjutan di Provinsi Kalimantan
Selatan, perlu disusun road map reformasi birokrasi;

b. bahwa berdasarkan beberapa ketentuan dalam Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map
Reformasi Birokrasi 2020-2024, pemerintah daerah perlu
menyusun Road Map Reformasi Birokrasi di internal
instansi serta menjalankan program Milcro;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Road Map Reformasi Birokrasi
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2024;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo.
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain
mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I
Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1106);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
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4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4700);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan 
Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6398); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6573); 

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402};

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang
Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6123);
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12. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil
Pemerintah Pusat {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6224);

13. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand
Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

14. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi
Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);

15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang
Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 1538);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah {Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

1 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road 
Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441); 

18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11);

19. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 095
Tahun 2019 ten tang Kedudukan Susunan Organisasi,
Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi
Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan
Selatan Tahun 2019 Nomor 95);

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN TENTANG 
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH PROVINS! 
KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2021-2024. 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah
lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah

6. Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disingkat RB adalah upaya untuk
melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem
penyelenggaraan pemerintahan.

7. Road Map Reformasi Birokrasi adalah panduan bagi pengelola RB pada
Pemerintah Daerah untuk melakukan langkah-langkah konkrit dalam
memperbaiki kualitas birokrasi pemerintahan.

8. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya
disingkat PMPRB adalah instrumen penilaian kemajuan pelaksanaan RB
yang dilakukan secara mandiri oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
pada Pemerintah Daerah ke dalam sistem aplikasi online yang dikembangkan
oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

BAB II 

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI 

Pasal 2 

Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan Road Map Reformasi Birokrasi 
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2024. 

Pasal 3 

Road Map Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah 
dokumen rencana rinci mengenai rancangan capaian kegiatan setiap tahun, 
tahapan kerja, penanggung jawab dan pelaksana, dan kriteria keberhasilan 
pelaksanaan RB di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan 
Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
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Pasal4 

Road Map Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan 
acuan, panduan, dan arahan yang wajib dipedomani oleh setiap unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah dalam pelaksanaan RB di lingkungan 
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. 

Pasal 5 

Setiap Kepala Perangkat Daerah wajib memantau, mengendalikan, mengevaluasi, 
dan melaporkan pelaksanaan Road Map Reformasi Birokrasi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2 di Lingkungan masing-masing Perangkat Daerah sesuai 
tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya secara berkala. 

Pasal 6 

Tim Pengarah dan Tim Pelaksana memantau, mengarahkan dan mengevaluasi 
pelaksanaan Road Map Reformasi Birokrasi sesuai dengan wewenang dan 
tanggung jawabnya. 

BAB III 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 7 

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur 
Kalimantan Selatan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi 
Birokrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018-2021, dicabut 
dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 8 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintakahkan pengundangan Peraturan 
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan 
Selatan 

Diundangkan di Banjarbaru 
pada tanggal 

Ditetapkan di Banjarmasin 
pada tanggal 

BERITA DAERAH PROVINS! KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2021 NOMOR 
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BAB VI 

PENUTUP 

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi ditujukan untuk menciptakan 
pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan kapabel, sehingga dapat melayani 
masyarakat secara cepat, tepat, profesional, serta bersih dari praktek KKN. 
Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan diarahkan 
untuk medorong setiap perangkat daerah maupun unit pelayanan agar 
manfaat keberadaannya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Di tengah 
tuntutan masyarakat yang semakin tinggi, Reformasi Birokrasi mendesak 
pemerintahan untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik. 
Perubahan mindset dan culture set harus terus didorong agar birokrasi mampu 
menujukan performa/kinerjanya 

Untuk mewujudkan hal tersebut, kesuksesan Reformasi Birokrasi 
merupakan tanggungjawab segenap elemen pemerlntahan, dan harus disadarl 
serta dibangun bersama oleh seluruh unsur dan Stakeholder di Pemerintah 
Provinsi Kalimantan Selatan tanpa kecuali dalam mewujudkan pemerintahan 
kelas dunia. 
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